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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh 
keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak, dan 
kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi mahasiswa mengenai 
etika atas penggelapan pajak (tax evasion).  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data 
primer yang diperoleh dari kuesioner dan diukur dengan menggunakan skala 
likert. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan convenience 
sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan 
akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjumlah 100 orang. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda 
dengan menggunakan SPSS. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan, sistem perpajakan, dan 
kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap persepsi 
mengenai etika atas penggelapan pajak. Diskriminasi dan kualitas pelayanan pajak 
menunjukkan berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan 
pajak. 
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This research aimed to obtain emprical evidence about the effect of use of 
fairness, taxation system, discrimination, quality of tax service, and tax audit on 
the student perceptions about the ethics of tax evasion.  
This study was a quantitative research using primary data obtained from 
questionnaire and measured with likert scale. The method of selecting the sample 
in this study using convenience sampling. One hundred of the students majoring 
in accounting Faculty Economics and Business Muhammadiyah University of 
Surakarta were selected as the sample. The data were analyzed by using multiple 
linier regression analysis supported by SPSS. 
The result of this study shows that the fairness, taxation system, and tax audit 
does not significant the ethical perception towards tax evasion. Discrimination 
and quality of tax service has significant the ethical perception towards tax 
evasion. 
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Sumber penerimaan keuangan di Indonesia salah satu pokok utamanya 
bersumber dari pajak. Peranan pajak sangat dominan terhadap pendapatan Negara. 
Besar-kecilnya pajak akan menetukan kapasitas anggaran negara, baik untuk 
pembiayaan anggaran rutin maupun pembangunan. Menurut Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1, ayat 1 menyatakan bahwa “pajak adalah 
kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.   
Akan tetapi tidak banyak rakyat yang dapat merasakan apa yang telah mereka 
keluarkan. Selain itu, dikatakan penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya, 
tetapi bentuk dari pengeluaran negara tersebut masih belum jelas dirasakan oleh 
masyarakat. Apabila hal tersebut terus-menerus berlanjut, dikhawatirkan akan 
mengakibatkan keengganan rakyat untuk membayar pajak bahkan akan cenderung 
menggelapkan pajak (Pulungan, 2015). Terdapat perbedaan pandangan mengenai 
pajak antara pemerintah dengan wajib pajak. Pemerintah sangat memerlukan 
penerimaan pajak untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. 
Pajak merupakan sumber sumber penerimaan terbesar bagi negara, sehingga 
pemerintah mengharapkan wajib pajak untuk patuh membayar pajak dengan 
mengeluarkan peraturan-peraturan perpajakan. Di pihak lain, wajib pajak 
memandang bahwa pembayaran pajak merubahan suatu beban yang nantinya 
dapat mengurangi pendapatannya. Wajib pajak berusaha akan meminimalkan 
membayar pajak dengan tujuan untuk memaksimalkan jumlah laba yang diterima. 
Perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku ilegal karena melanggar 
undang-undang atau peraturan yang berlaku. Namun dalam penerapannya perilaku 
tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan. Mengingat banyaknya 
tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti 
menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, tidak 
tersistematisnya sistem perpajakan, dan adanya peraturan perpajakan yang 
dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Dengan 
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adanya hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan untuk melakukan 
penggelapan pajak karena mereka berasumsi beban pajak yang akan dikeluarkan 
tidak akan dikelola dengan baik dan sehingga timbul anggapan perilaku tersebut 
etis dan wajar dilakukan (Indriyani, Nurlaela dan Wahyuningsih, 2016). 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian yang 
dilakukan oleh Ningsih dan Pusposari (2014) yang menggunakan tiga variabel 
independen yaitu keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi. Sedangkan dalam 
penelitian ini dilakukan penambahan dua variabel independen yaitu kualitas 
pelayanan pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan, sehingga diharapkan 
akan memberikan tambahan bukti empiris tentang pengaruh keadilan, sistem 
perpajakan, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak dan kemungkinan 
terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan 
pajak. Peneliti mengambil objek pajak penelitian dengan sudut pandang 
mahasiswa Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, dimana mahasiswa ini telah memperoleh 
mata kuliah tentang perpajakan dan nantinya merupakan generasi yang akan 
meneruskan kepemimpinan di Indonesia. 
Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, memberikan motivasi kepada 
peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “DETERMINAN PERSEPSI 
MENGENAI ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) Studi 
Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Unversitas Muhammadiyah Surakarta”. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1 Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakanjenis penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu suatu 
penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran 
terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel atau populasi atau angka. 
Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner yang diberikan dan 
diisi oleh  responden. Penelitian ini akan mengukur pengaruh keadilan, sistem 
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pajak, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak dan kemungkinan terdeteksinya 
kecurangan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. 
2.2 Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Strata 
Satu (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta angkatan tahun 2013, 2014, dan 2015, pengambilan 
populasi pada angkatan tersebut mahasiswa sudah mengambil mata kuliah 
perpajakan sehingga dianggap telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai 
perpajakan. Pemilihan sampel menggunakan metode convenience sampling 
(sampling kemudahan), yaitu teknik pengambilan sampel dari populasi 
berdasarkan kriteria tertentu (Sekaran, 2006) dalam Ningsih dan Pusposari (2015). 
Dalam penelitian ini, jumlah dari sampel ditentukan dengan perhitungan 
matematis menggunakan rumus Slovin (Rachmadi, 2014):  
n = 
 
   (   ) 
 
Dimana: 
n  = Jumlah sampel 
N  = Jumlah populasi 
Moe = margin of error max, tingkat kesalahan yang masih ditoleransi, 
(diambil 10%) 
Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan moe sebesar 10% 
adalah sebagai berikut: 
n = 
    
       (   ) 
 
=92,6 
2.3 Data dan Sumber Data 
Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh dari sumber secara 
langsung dari responden melalui kuesioner yang dibagikan kepada Wajib Pajak. 
Pengumpulan data kuesioner dilakukan dengan teknik personally administered 
questionnaires, yaitu kuesioner disampaikan dan dikumpulkan langsung oleh 
peneliti (Indriantoro dan Supomo, 2002:154) dalam (Rahman, 2013). Waktu 
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pelaksanaan pengumpulan data kuesioner dilakukan pada 12 November  2016 
sampai 17 November 2016. 
2.4 Definisi Operasional Variabel 
2.4.1 Keadilan  
Mardiasmo (2011:2) Adil dalam perundang-undangan diantaranya 
mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan 
kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan 
memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan 
dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 
Indikator keadilan mengacu pada penelitian Ningsih dan Pusposari (2014). 
2.4.2 Sistem Perpajakan  
Sistem perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari 
unsur tax policy, tax law, dan tax administration, yang saling berhubungan satu 
sama lain, bersinergi, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan 
Negara dalam target perolehan penerimaan pajak secara optimal (Rahayu, 2010) 
dalam (Yetmi, Darmayanti, dan Muslim, 2014). Indikator sistem perpajakan 
mengacu pada penelitian Ningsih dan Pusposari (2014). 
2.4.3 Diskriminasi 
Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan yang terjadi pada perorangan atau 
kelompok yang didasarkan pada perbedaan agama, ras, etnik, budaya, jenis 
kelamin, bahasa dan aspek kehidupan yang lain (Silaen, 2015). Indikator 
diskriminasi mengacu pada penelitian Ningsih dan Pusposari (2014). 
2.4.4 Kualitas Pelayanan Pajak  
Kualitas pelayanan merupakan cara melayani, membantu, mengurus atau 
menyiapkan keperluan seseorang, sementara itu fiskus merupakan petugas pajak 
(Jatmiko, 2006) dalam (Yetmi, Darmayanti, dan Muslim, 2014). Indikator kualitas 
pelayanan pajak mengacu pada penelitian Tobing (2015). 
2.4.5 Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan 
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, 
mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo 2011:52). 
Indikator kemungkinan terdeteksi kecurangan mengacu pada penelitian Tobing 
(2015). 
2.4.6 Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak  
Menurut Mardiasmo (2011:9) penggelapan pajak adalah usaha meringankan 
beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang. Etika pajak adalah 
peraturan dalam lingkup perorangan atau kelompok yang menjalani hidup dalam 
lingkup perpajakan, bagaimana mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya, 
apakah sudah benar, salah, baik ataukah jahat. Indikator persepsi mengenai etika 
atas penggelapan pajak mengacu pada penelitian Ningsih dan Pusposari (2014). 
2.5 Metode Analisis Data 
Metode yang digunakan peneliti adalah regresi linier berganda. Analisis 
regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih 
variabel independen (X1,X2,…Xn) dengan variabel dependen (Y). Model ini 
digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua 
variabel untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel independen, yaitu 
keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak dan 
kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap variabel dependen, 
yaitu persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak, adapun rumus yang 
digunakan:  
Y = α + b1X1 + b2X2+ b3X3 + b4X4+ b5X5+ ε 
Keterangan:  
Y   = persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak 
X1 = keadilan 
X2 = sistem perpajakan 
X3 = diskriminasi 
X4 = kualitas pelayanan pajak 
X5 =kemungkinan terdeteksinya kecurangan 
α = konstanta  
ρ = koefisien 
ε =kesalahan pengganggu 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 
Hasil uji validitas terhadap variabel penelitian menunjukkan koefisien 
korelasi antara skor pernyataan dengan skor total (item total correlation) dan 
semua pernyataan memiliki signifikansi kurang dari 0.05, maka dapat dikatakan 
bahwa semua pernyataan untuk mengukur variabel tersebut dinyatakan valid. 
Seluruh item pertanyaan dari variabel Keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, 
kualitas pelayanan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan persepsi 
mengenai etikaatas penggelapan pajak dalam penelitian ini dikatakan reliable, 
karena semua variabel memiliki cronbach’s alpha> 0,70. 
3.2 Hasil uji Asumsi Klasik 
3.2.1 Uji Normalitas  
Hasil uji Kolmogorov–Smirnov yang disajikan diperoleh nilai Kologorov 
SmirnovZ sebesar 1,086 dengan Asymp Sig0,189. Nilai Asymp Sig lebih besar 
daripada tingkat signifikansi (0,189> 0,05) yang berarti data residual terdistribusi 
normal dan model regresi layak untuk dipakai dalam penelitian ini.  
3.2.2 Uji Multikolinieritas  
Hasil uji multikolinieritas data yang disajikan menunjukkan bahwa data tidak 
terdapat masalah multikolinieritas karena semua variabel independen memiliki 
nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10. 
3.2.3 Uji Heteroskedastisitas 
Berdasarkan tabel IV.12, diketahui bahwa model persamaan struktural tidak 
terjadi masalah heteroskedastisitas, hal tersebut terlihat dari nilai signifikansi 
(sig.) masing-masing variabel dalam persamaan struktural yang bernilai lebih dari 
0,05. 
3.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
Dari hasil analisis regresi berganda di atas, dapat diperoleh persamaan 
sebagai berikut: 




3.3.1 Pengaruh keadilan terhadap persepsi mengenai etika atas 
penggelapan pajak 
Berdasarkan uji t dapat diketahui bahwa nilai thitung sebesar 1,563 < ttabel 
sebesar 1,986 dengan signifikansi 0,121 (Sign > 0,05), maka H1 ditolak yang 
artinya keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas 
penggelapan pajak. 
3.3.2 Pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi mengenai etika atas 
penggelapan pajak 
Berdasarkan uji t dapat diketahui bahwa nilai thitung sebesar 1,809 < ttabel 
sebesar 1,986 dengan signifikansi 0,074 (Sign > 0,05), maka H2 ditolak yang 
artinya sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas 
penggelapan pajak. 
3.3.3 Pengaruh diskriminasi terhadap persepsi mengenai etika atas 
penggelapan pajak 
Berdasarkan uji t dapat diketahui bahwa nilai thitung sebesar 3,736 > ttabel 
sebesar 1,986 dengan signifikansi 0,000 (Sign < 0,05), maka H3 diterima yang 
artinya diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas 
penggelapan pajak. 
3.3.4 Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap persepsi mengenai etika 
atas penggelapan pajak 
Berdasarkan uji t dapat diketahui bahwa nilai thitung sebesar -2,539 > ttabel 
sebesar 1,986 dengan signifikansi 0,013 (Sign < 0,05), maka H4 diterima yang 
artinya kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika 
atas penggelapan pajak. 
3.3.5 Pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi 
mengenai etika atas penggelapan pajak 
Berdasarkan uji t dapat diketahui bahwa nilai thitung sebesar 1,679 < ttabel 
sebesar 1,986 dengan signifikansi 0,096 (Sign > 0,05), maka H5 ditolak yang 
artinya kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak  berpengaruh terhadap 




4. KESIMPULAN, KETERBATASAN SAN SARAN 
Berdasarkanhasilanalisis data 
danpembahasanmakadapatdiperolehkesimpulansebagaiberikut: diskriminasi dan 
kualitas pelayanan pajakberpengaruhsignifikanterhadappersepsi mengenai etika 
atas penggelapan pajak. Sedangkankeadilan, sistem perpajakan dan kemungkinan 
terdeteksinya kecurangantidakberpengaruhsignifikanterhadappersepsi mengenai 
etika atas penggelapan pajak. 
Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, antara lain: (1) Objek 
penelitian yang dilakukan merupakan studi pada mahasiswa Strata Satu (S1) 
angkatan tahun 2013-2015 jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta sehingga hasilnya belum dapat 
digeneralisir. (2) Penelitian ini mengambil data dengan media kuesioner, 
penggunaan kuesioner mempunyai kelemahan yaitu bias perceptual yaitu 
perbedaan dalam memandang sesuatu, sehingga penelitian ini tidak dapat 
mengendalikan jawaban dari responden. (3) R
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Adjusted yang didapat hanya 38,7 
% belum mampu mewakili variabel-variabel lain yang bisa mempengaruhi 
tindakan penggelapan pajak. 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian dari penelitian ini, maka 
untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk: (1) Metode pengumpulan data 
perlu ditambahkan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap yaitu bisa 
dilakukan dengan cara wawancara agar data yang dihasilkan dapat lebih valid. (2) 
Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya yang belum pernah 
diteliti sebelumnya. (3) Penelitian selanjutnya dapat menambah dan memperluas 
jumlah sampel dan juga dapat memastikan responden yang akan dipilih benar-
benar tepat untuk dijadikan sebagai sampel, sehingga hasilnya dapat 
digeneralisasikan untuk lingkup yang lebih luas.  
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